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Menimbang

Mengingat

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I(ALIMANTAN TENGNI

PERATURANDAERAHI(ABUPATENBARIToSELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
',' l

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO+ tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a72fl;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aBaQ;

IZIN REKLATYIE

DENGAN RAIIMAT TUHAIT YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN'

a. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum,
menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat terhadap pemasallgan reklame di dalam dan
di luar ruIang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan
lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki
fungsi sosial bagi masyarakat;

bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
penataan terhadap reklame, perlu mengatur ketentuan
mengenai penyelenggaraan izin reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentanglzin
Reklame;

b.

c.



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAg tentang Pelayanan

publik lt emuarin Negara n"p-tril.Ind.onesia-Tahun 2009 Nomor

112, TamU^ftt' l'"'ibu'u'" ***" Republik Indonesia Nomor

5038 );

T.Undang-UndangNomor-2STahun200gtentangPajakDaerah
danRetribusiDaerahg,.*t"'u.,N"gu'"Republiklndonesia
Tahun 2OOg Nomor 13O, Tam;;h"r dnbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50a9);

S.Undang-UndangNomor12Tahun20lltentangPembentukan
PeratrrranPerund"ang-und.angan(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 21ll Nomoi 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523$;

g.Undang-UndangNomor23Tahun2oL4-tentangPemerintahan- 
Daerah* (Lem6'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik _Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang

Perubahan Kedu-a Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesla Nomor 5679\;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenf Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO8 tentang Pedoman
Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 8S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86\;

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OI4 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor 2211;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2Ol3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2AA Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 3 );
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lT.PeraturanBupatiBaritoSelatanNomor26Tahun2ol4tentang
perubahan Atas peraturan;p",t Barito selatan Nomor 10

tahun 2oo9 tentang pelimpah"r, K"*.nangan Pengurusal dan

penandatanganan Izin Temcit*n a d.an Izin Reklame (Berita

Daerah K"b.i;;;;; n"tito s"tattt' Tahun 2oL4 Nomor 26 );

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEUIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSI{AN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN REKLAME.

BAB I
K TENTUAT{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yangmenurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan
komersial dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian u.mum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat,
dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum.

Izin Reklame Tetap adalah izin reklame yang masa berlakunya
paling sedikit 1 (satu) Tahun;

5.

6.

7.
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g.IzinReklamelnsidentiladalahizinreklameyangdipasangatau
disebarkanuntukjangkawaktukurangdaril(satu)Tahun;

1O. penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang

menyelerrggarakanreklamebaikuntukdan/atasnamanya
sendiri dary'atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

tanggungannya.

11. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan
dan/atau ditemPatkan.

12. Perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik
reklame ditempatkan baik didalam maupun diluar ruangan'

13. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan
acuan dan arahan untuk peletakan reklame.

14. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang
dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang
pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

15. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang
kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan
yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang
ditetapkan dalam rencana kota.

16. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di
atas bangunan/gedung.

17. Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah titik
reklame yang menempel/menyatu pada bangunan,baik
mempergunakan kontruksi maupun tidak.

18. Halaman adalah bagian rulang terbuka yang terdapat dalam
persil.

19. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan
saluran dan/atau pagar halaman.

20. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas
yangberfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari
arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan
meningkatkan keselamatan lalu lintas.

21.Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah
bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang
atap datar lplat beton dan sejenisnya yang memenuhi
kelayakan kontruksi tempat kedudukan peletakan kontruksi
reklame.

22. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas
bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang
atap datarlpl,at beton dan sejenisnya yang memenuhi
kelayakan kontruksi reklame.
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23.PanggungReklameadalahsaranaatautempatpemasangan
satuataubeberapabidangreklameyangdiaturdenganbaik
dalamsuatukomposisiyangestetis,baikdarisegikepentingan
penyelen 1gytra, 

' masyarakat yafig melihat maupun

keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta

lingkungan sekitarnya'

24. Garnbar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat

RTBBadalahgambarrencanateknisbangunbangunan
reklame, *"g.t [rr, videotron, light emitting diode dan papan

atau billbolrd termasuk jenis reklame lainnya yang

pemasangannya memerlukarr kontruksi dan menjelaskan

identitas 
-reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran,

bentuk, ketinggian, estetika, danserasi dengan lingkungan
sekitarnya.

25. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari
papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain

V""g sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang
digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm,
median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO)

dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

26. Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode
(LED)adalah reklame yang menggunakan layar monitor
berupaprogram reklame atau iklan bersinar dengan gambar
dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah,
terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

27. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas,plastik, karet atau
bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti baliho, umbul-
umbul, dan spanduk.

28. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarkan dengan cara disebarkan,
diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda.

29. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk iembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau
dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

30. Reklame berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan
pada kendaraan.

31. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara
dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.

32. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca
atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan latau
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan
dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

5



33. Reklame peragaan acia-iah reklame yang diseienggarakan

dengan .or*-*?*peragakan sua'r-u barang dengan atau tanpa

disertai suara.

34.Rei<iameTeksBerjaianadaiairjenisreklameJ*ang
menayangkannaskahdandiaturSecaraelek-r--rorrik.

35'RekiameGrafitiiGraiiityiaclaiahrekiameyangberu-patuiisan
atau gambar atau h.ikisan yang dibuat pada dinding bangunan'

dengan menggfinakan cat'

36. Rekiame Murai adalah rekLame yang berupa gamb-T atau

lukisan seperti lokasi tertenlu yang dibuat pada dinding dan

ataupa<iabagianlarndaribangunan,baikbanS.inan
kepemiiikan priSadi, badan hukum illaupun komersil, dengan

menggullakan cat'

37. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan
menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu
penerangan didalamnYa dan memiliki rancangan atau design

khr=r" dengan mengedepankan aspek estetika serta
tennte gra-si cl en ga n lingkunga-nnJIa, seba-gar a-'e soris kota'

38. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat
cli tempatkan unt-uk peletakan titik reklame.

BAB II
JE}JIS REKLAME

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan reklame dibedakan men'Lrrut jenis, ukuran,
konstruksi, kelas jaian dan nilai strategis lokasi.

(2i Peny'elenggaraan reklame nienurut jenis adaiah:
a. Reklarle pairan atau biii:oai'd, mega'ur-oir, vi,jeoti-oii dal ligitt

emitting diode {LED);
b. Reklame layar;
c. Reklame melekat, {Sticker, graffifir dan mural);
d R-eklame seleba-r"an,/ brostr.r:
a Pal-lomp l-rerialan lprmasrrl, na/la LonAqrqon.rL vvrJqrqrr LvrrrrquuA Pqus r\vrrsqaqqrlt

f. Reklame udara;
B. rttrKrarrrc rrurl/ tillLlc,
h Fplziome nrnninc fpvt.

16 LvJrL,

i. Reklame neon box.

{3; Penyeienggai'aa.n rekiame menurut ukuran aciaiah:
- 1 ,-- n ----r----A. l IIICLCT XZ IIIgLtrI-,
b.2meterx4 meter:
c.3meterx5meter;
d.4meterx6meter;
e- 4rneterx8meter;
f (. mafar v 1A raafar.v rrrvlvr ^ rv lravLlr,

g. dan ukuran lainnya.

(4i Penyeienggaraan reklame menurut konstruksi adaiah :

a. Korrstruksi berat, untuk reklanre jenis rrlegalron, Videotron,
light emitting diode (LED), billboard, bando jalan dan
jembatan penyeberangan orang (JPO'}, terdiri dari :

1. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki
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nZ.

3.

konstruksiny'a hanYa satu tiang;
Kaki ganda- adalah sarana reklaine yang sistem kaki
konstruksinya terdiri atas dua tiang;
Rangka adalah sarana reklarrre yang sistem kaki
konstruksinya berbeniuk rangka dengan
memper-timha-n gkan estetika- ; dan

4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinva
menyatu pada bagian bangunan dengan memakai
koirstuksi-konsiruksi tanrba-han yailg rnenvatu dengarr

konstruksi bangunan tersebui.
b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame diluar sebagaimana

dimaksud pa<ia hunif a.

(5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
a. Jaian arteri prlmer ijaian i'{asionai);
b. Jalan arten sekunder (Jalan Propinsi);
c. Ja-lan kolektor (Jalan Kota/Kabupaten);
d. ialan lokalllingkungan;

(6) Penyelenggaraan reklame berdasarkan Nilai Strategis Lokasi
(NSL) acialah :

a. Nilai Gurra LeLhan, ierdiri aLas :

1. Kawasan Hijau, Taman Kota {termasuk bundaran).
2. Kawasan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan pemukiman.
4. Ka'.vasan parir,visata, olahraga dan rekreasi..
5. Jembatan penyeberangan.
6. Kawasan pemerintahan dan perkantoran.
7. Kawasan pendidikan.
a I{-otrrocon izaoa}ratonu. r\qvv ai4rr t\ugulluL4at.

9. Kawasan industri.
i ,-r 7i ^--.^^^ * i^:^*-.^.I\J. I\d.Wd..>4jr ld"rrlrrJ4,

b. Nilai Sudut Pandang, terdiri atas :

i. Suriut pandarig 5 arah.
.\ (r.-1.,.- 

-^-.I^- - A ^-^L.4 , J Ll(I tl L Par ruclr l B -t d.r cl I l.

3. Sudut pandang 3 arah.
4. Sudut pandang 2 arah.
5. Sudut pandang I arah;

c. Nriai ketrnggran rei<iame, adaiah penyeienggaraan rei<iame
1:--'1-' .1-.-: I -r:--^-.:-.- .--l 1-.----yeulE ulrllar uarl ls'cLlrrBBrarr rcKrarrre;

BAB III
tEttf Itt:rt t alltaIrrtll ILfr.I\IrIi,lll E

Bagian Kesaiu
-r^-t-^-:^- I-:-r sllllrlgr raaLL t/,,LL,

Dacci ?

(1) Setiap penyelenggaraan reklame waiib mendapat izin tertulis
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/pejabat yang mendapat
pelimpahan kewenangan pengurusan dan penandatangan izin
rclzlame
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(21 Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus
mengajukan permohonan Secara tertulis kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk lpejabat yang mendapat pelimpahan
k.*..t".rgrn pengurusan dan penandatangan izin reklame,
dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Izin reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame
atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2);
b. Membayar pajak reklame secara lunas .

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:

a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
semata-mata hanya memuat nama atau informasi
pemerintah/ penyuluhan;

b. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan dan media internet;

c. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat
pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan
sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 2 (dua)
meter;

d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang
atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan
dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan
ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) meter; dan

e. Label / merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya.

Pasal 4

Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan 1(satu) tahun.

Setiap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka
waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan
reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagiaa Kedua
Perpaqiangan lzin

Pasal 5

(1) Setiap permohonan perpanjangan iz-lrrt penyelenggaraan
reklame harus diqiukan secara tertr-ilis kepada" Bupati atam
pejabat yang ditunjuk selaku penerbit izin.

(3)

(4)

(1)

t2\

(3)

(41
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(2) permohonan perpanjan-g3n izin diajukan paling lambat 30 (tiga
\-' 

puluh) hari sebeiurnhabis masa berlaku izin'

Bagian Ketiga
Pembatalan dan Pencabutan lzin

Pasal 6

(ll Izin sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 5, dapat dibatalkan
apabila :

a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan

b. Atas keinginan sendiri penyelenggara reklame'

t2l lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dicabut
apabila:
.. Pu.d, reklame terdapat perubahan antara lain ukuran,

konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi
dengan rzin yang telah diterbitkan;

b. Berdasarkan pertimbangan Bupati melalui SKPD terkait dan
tim teknis ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak
sesuai lagi dengan Syarat-syarat tentang norma, keagamaan,
keindahan, kesopanan, ketertiban ltmtlm, kesehatan,
kesusilaan, keamanan dan lingkungan;

c. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam
keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan
keselamatan masyarakat; dan

d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimakud pada ayat (1)
huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak
dapat dimintakan kembali.

(1)

(2)

.,. .,,, : BABIY.:. :: . .. . 4EEST ITAAI$

B*8laB -I{esatu
Pola Penyeba.tan Perletakaa Rekleae

Pasal 7

Setiap penyebaran perletakan reklame harus m.emperhatikan
keamanan, keselamatan, ken5ramanan rnasyarakat, estetika,
keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan
rencana tata kota.

Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan
{zoniag} terdiri dari:

a. Kaurasan Penyelenggaraan Reklarne:
1. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakterlciri

tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur
bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan
kegiatan reklame dengan nlenempel dibagian depan
bangunan;
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2. Karn,asan selektil aciaiah kawasan yang ciiperbolehkan

rjiseier-rggarakarr kegiai.an dan iitik rekiarne terpiiiil yallg

mefipuli iokasi 6erseiarah, lokasi konservasi dan

presirvasi. iokasi iain yang ciipertimbangkan dan

iitetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;

3. Kawasan Umum, yaitu karn'asan yang ciiperbolehkan
,Jiseienggarakan kegiatan dan titik reklame di luar
Kar,r.,asan Khusus dan Ka-wasan Selektif;

b. Kawasan TairPa Reklame
yang tidak diperbolehkan
yaitu gedung dan/atau

{Kaw-asan Bebasi adalali kawasan
diselenggarakan kegiatan reklame
halaman kantor Pemerintahan,

tempat pendidikan, temPat-temPat ibadah, rumah sakit,
ta-ma-n kota-.

c. Dikecualikan sebagaimana dimaksud cialam huruf b, adaiah
reklame yang menunjukkan identitas Lrangunanfkegiatan,
serta reklame )rang tidak berhubungan dengan identitas
bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman,
bang.inan aLau t:angun-bangunan pada I(a*asa-,--i Bcbas
yang berbatasan dengan kar.xrasan lainn1'a'

(3) Ketentuan iebih ianjut mengenai rincian pola penye-baran
perietakan r-ekiame sebagaimana dirnaksud pada ayai i2) dia^lur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perletakaa Reklame

Pasal 8

ii) Perletakan RekLame sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat
(1), dirinci menjadi titik-'Litik rekiame.

i21 Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud paeia ayat (ii, ciapat
):L^---- ^al-^-- --^ l^ l-^---^^^.^ ^^1^l-L:f -7^- L^-):-: )^-a -u.tLtrIIlpaLfi,alt Pitua ttawatjatt stirt;larlr uilrl LrrrrLrrrr LcrLr-rrr Llacrl .

a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
b. Tititk-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.

(3) Titik-titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota
sebagaimana di maksud pada ayat (2\ huruf a, adalah titik
rekiame yang ditempatkan pada:
a. Bahrr jaian/hrerm jaian, median jalan, jemhatan dan jalan

la5'ang;
b. Shelter;
c. .Jembatan penyebrangan orarrg iJPO);
d. Bando jalan;
e. Pos jaga poiisi;
f. Jam Kota;

:-- -1 -l -- -1-^1^,^ 
A-^ 

-l---r^-^^B. r etrfl.lrlal uarr rarrBl(ic-lalr flrrBKuLatr;
h. Gelanggang/Gedung Olah Raga;
i. Pasar;
j. Disekitar Bundararr

(4) Titik-titik di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana
diniaksud pada ayat (21 irur i-ri b, adaiaii tiiik rckiarlle yang
ditempatkan pada:
a. Menempel pada bangunan, menggantung pacia bangunan

dan/atau dipancang di atas bangunan;

10



b. Di halaman;
c. Di ruas jalan dan jembatan di wilayah Daerah;

d. Di kendaraan dan ruangudara;
e. Di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah

Daerah; dan
f.Melekat/menyatupad.adinding/tembokdan/atauatap

bangunan Perseorangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat {2), diatur dalam Peraturan
Bupati.

(6) Pemanfaatan titik-titik reklame dengan ukuran lebih dan/atau
sama dengan 32 rn2 (tiga puluh dua meter persegi) pada sarana
dan prasarana kota dikenakan nilai strategis penyelenggaraan
reklame tambahan.

(7) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun sejak diterbitkanizin penyelengaraan reklame dan
dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran titik-titik
reklame strategis, ukuran perhitungan besaran nilai strategis
penyelenggaraan reklame tambahan, serta tata cara
pemanfaatan kembali titik reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dan diatur dengan Peraturan Bupati.

(9) Pemanfaatan titik reklame diluar sarana dan prasarana kota
diatur dengan Peraturan Bupati.

(10)Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang
kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Bancaag Baogun Reklanne

Pasal 9

(U Setiap penyelenggaraan reklarne harus mernperhatikan rancang
bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, keagamaan,
kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan
dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan
penyajian.

(21 Ketentuan lehih lanjut mengenai tehris rancang bangun
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB V
PETMELEXGGARA RTIff "A}IE

Pasal 1O

Penyelenggara reklame adalah:
a. Pernilik reklamel produk;

t1)
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(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame'

pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, adaiah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana

dimaksud pada ry^t 1f 1 huruf b, adalah badan yang bergerak di
bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya'

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa
periklanan/biro reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1 1

(1) Penyelenggara reklame harus men5rusun naskah reklame dalam
bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan
huruf latin.

Papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai
bahasa asing yang harus ditulis, dibagian bawah bahasa
Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.

Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau
merk dagang yang mempakan cabang dan atau paten dari luar
negeri masih tetap dipakai.

Pasal 12

Penyelenggara reklame berkewaj iban :

a. Menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nalna
biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame
sesuai dengan yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan
yang berlaku;

b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan
untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;

c. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera
setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka
waktu 3x24jam;

d. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan
reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 13

(1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame
yang bersifat komersial pada:
a. Gedung danlatau halarnan kantor Pemerintah

pusat/daerah;
b. Gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan

tempat-tempat ibadah;
c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Perund.ang-undangan yallg berlaku.

t2



ti}l Untuk penyelenggaraa$.rektrame minunran beralkohol hanya

dapat aior""r-ggff"tun di dalam tempat-tempat terlentu yang

diizinkan rreffu*l mirruman beralkohol dengan persetuluan

Bupati uera"J**rn rekomendasi tim teknis penempatan

reklame.

BAB VI
PEITGEISDAI,IAI{,PEHGAWASAIIDAIEPEI$ERfIBAITREI(LAME

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 14

pengendalian
estetika kota,

ayat (1),dilakukan

mengenai tata cara Pengendalian
ayat (1), diatur dengan Peraturan

t1)

(2\

Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban
dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati melalui
Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagran Ketiga
Penertiban Reklarne

Pasal 16

(1) Penertiban reklarne dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan
rekl,ame apabila:
a. Tanpa inn;
b. Telah beralchir nrasa izinnya dan tidak diperpaqiang sesuai

ketentuan yang berlaku;.
c. Tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan iz.tn

yang telah diberikan;
e, Perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah

ditetapkan;
f. Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
g. Tidak terawat dengan baik.

13



l)r Lraiam hai pen5"eienggaraan reklame trctak memenuhi

keterrtuan *.t..gJ;.rr.rri climaksud pacla ayat (U, rnaka

penyelen ggata ,3t f'*t wajib membongkar reklame beserta

bangunan reklame dalam batas waktrr 3 x 24 ialla seteiah

diberikan sanksiadministratif yaitu pencabut an izir.'

Dalam hal penyelenggara reklame membongkar senciiri bangun

trangunan reklamel kearrranannya menjadi .tanggungiawab
penyelengarareklamedanharusdiambilolehpenyelengara
reklame.

(a} Apabila ketentuan seperti dimaksuci ayat (.2\, tidak

ciiiaksanakan maka p"rrrt ongkaran dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan ketentuan semua

biaya- ata-s pembc,ngka-ran reklme terseLl-rt dihebankan kepada

penyelenggrr* reklame dan hasil pembongkaran reklame

lersebut menjadi milik Pemerintah Daerah'

Pasal 17

(1) Pelaksanaall penertiban penyelenggaraall reklame dalam
bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud daiam Pasal 16

ayat (4), dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
P,arifn Selatan

(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara penertiban reklame
diatur dengan Peraturan BuPa'ui.

(3i

BAB VII
SAHKSI ADMIHISTRATTF

Pasai 18

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud daiam Pasal L6 ayat
(1) huruf b, c, ci, e, f dan g dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan Lisan
b. Feringatan Tertulis
c. Pencabutan izin

BAB VIII
PENYTDIKAIT

Pasai i9
(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Feraiuran Daerair ini diiakukan oieh Fenyidik Pegarvai Ncgeri
Srpil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyiCikan, Tim sebagaimana
dirnaksuri pada ayat (ii berwenang:
a. Menerima, mencari, menzumpulkan dan meneliti

keterangan atau iaporan berkenaan dengan iindakan
pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan
rtarr lannran fcrsel-rrrf rneniarli lehih IenoLan r{an ieI+e'
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b.Meneiiti,mencaricianmengumpuikaRketeranganrne-ngenai
peyeieirg$dtadrt reklame teietang kebei-a'daan perbuatan

i""* aitll<ui<an sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta t"i"r"ogan clan bahan bukti dari penyeienggara

reklame sehubungan derlgan tindak pidana;

cl_. Men;n-r-rr-r-h i*rt "-,"rrti d-a-ila-ta-'t-r- seseora!1g meningga-ikan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsungclanmemeriksaidentitasorangataudokumen
tarr$ dibaiva;

e. iui.*".rggii orang untuk didengar keterangannlra;

f.Memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaan
tugas penyidikan;
Meirgirentikarr penyiclikan ; dan
Meiji<ukan tindakan lain yang perlu untuk keiancaran

EAB I:(
trEFEttE t a lt Drn l lY aILI!t.Frlf I Lrl,llrl fl.Lrllllfl

Pasai 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 a,vat (i) dan Pasal 16
ayai (i) hurr.f a dipiciana dengan pidana kurungan paiing iama
A i^^.,^\ i-,,i^- ^r^,, -l^-J^ ^^ii-- i---,,^i- D- q.n nnn nnn r^lnu turralll,l uLrlall aLau uLraua FranurS LJaLLy a.A r\P. u\J.v\_/\/.v\-/\_/r\JiJ

(lima puluh juta rupiah).

(2i -I'lndak pidana sebagairnana dimaksuci pacia ayat (i)
_ 1__ __ __ _l _,_rrrcr.ulJaKarr perarrBBar arr.

penyidikanmenuruthukumyangdapatdipertanggung
jawabkan.

(3i Daiam meiaksanakan tugasnya, tim ticiak "benvenang

r:relakukan penangkapan, penahanan datl I ata:u

penggeiedahan.

(4) Tim membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. Pemeriksaan;
b. Pemeriksaan surat;
c. Penyegelan objek;
d. Penyitaan krenda;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Perneriksaan tempat kejadian; dan
g. iriengirimkai: berkas kepada pet:untut iimiiii-i melalui

penyidik Kepolisian Negara Republik indonesia.

(i
b'
h.

EAE X
l'tti4trErltrtrrt l lI fiErIt a t rtr a ltI\E t frll .l. ll,rflll .f.fr.1\fllrrrlfrrl

Pasal 2i

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin
yang t-eia-h ciikeh-iarkan beria-kll sarapai Cengan habis ma-sa beriakr:
:-j.^ ..^i-l^-^ l^- ^^i^-:.!+6r-^ L^-,-^ .^:l-^.^ l^--t,Lrl r(.:i(iairlu (ian scranjutnltia narus mcnycstialKan GCngan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratrrran Daerah ini.

iq



Peraturan Daerah
Agar setiaP orang
Peraturan Daerah
Daerah KabuPaten

BAB XI
KETEI{TUAI{ PENUTUP

Pasal 22

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ini ?engan penempatannya dalam Lembaran

Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
14 Desember 2O15

Diundangkan di B-untok

LEMBARAN DAERAEI KARUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015
NOMOR T1
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